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Mengingat 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, periu rnenetapkan Peraturan Bupati tcntang 
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Pemoerdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Kolaka Timur .. 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 
5401); 

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahu n 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Menimbang 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSJ 
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAJ<AT DAN DESA 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN.KOLAKA TIMUR 
NOMOR 49 TAHUN 2016 

TENTANG 

SALIN AN 



Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diwadahi dalam 
bentuk dinas. 

Pasal2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Dalam Peraturan ini, yang dima.ksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ko!aka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemcrintah Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kauupaten 

Kolaka Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupatcn Kolaka Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur. 
7. Kclompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tcrtcntu. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPAT! TENTANO KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUOAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam 
Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk 
Hukurn Daerah; 

6. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21). 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana penyebaran kebijakan dan mengatur 

pelaksanaan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, 

Pasal 7 

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pcmbantuan di 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 

Pasal 6 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pernerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

urusan 
ayat (2), 
peraturan 

(3) Penentuan intensitas penyelcnggaraan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 

( 1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe C. 

(21 Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil pengukuran intcnsitas penyelenggaraan 
urusan pemcrintahan bidang pemberdayaan masyarakat 
dan desa. 

.Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 
Pcmerintahan bidang pernberdayaan rnasyarakat dan desa 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, adalah Dinas 
Pernberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 
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( 1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, 
melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
kegiatan adrninistrasi urnum, kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan dan penyusuna.n program. 

(2) Sekretariat sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), dipimpin 
oleh Sckretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekertariat 

Kepala Dinas rnernpunyai tugas memimpin, mengkoordinasi 
pelaksanaan kegiatan dibidang pernberdayaan rnasyarakat dan 
desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi 
pemerintah, swasta dan Iembaga masyarakat lain. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB JV 
TUGAS DAN FUNGSJ 

( l) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekreta.riat; 
c. Bidang Pemerintahan Desa; 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercanturn 
dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

b. pengkoordinasian program/kegiata.n di bidang 
pernberdayaan masyarakat dan desa; 

c. pengkoordinasian dan pelaksanaan Kerjasama kepada pihak 
perguruan tinggi, swasta, dan pihak lain sesuai kebutuhan 
pengemba.ngan program pemberdayaan masyarakat da.n 
desa; 

d. perurnusan kebijakan dan fasilitasi pcmberdayaan 
masya.rakat dan desa; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pclaksanaan program 
pembcrdayaa.n masya.rakat dan desa; 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati scsuai 
dengan tugas dan fungsi dinas. 
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( 1 J Bi dang Pernerin tahan Desa mempunyai tugas 
rnelaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, 
engembangan desa, pendataan kekayaan desa, administrasi 
pernerintahan desa, badan perwakilan desa, keuangan dan 
aset desa serta pengeinbangan kapasitas pernerintahan 
desa. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Pcmerintahan Desa 

( 1) Sub Bagian Um um dan Kepegawaian sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, rnernpunyai 
tugas rnelaksanakan urusan pengelolaan barang/asset 
dinas dan urusan administrasi kepegawaian scrta rumah 
tangga. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan 
program dan kegiatan tahunan, melaksanakan evaluasi dan 
pelaporan program Dinas serta melaksanakan urusan 
pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan 
keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan. 

Pasal 13 

(1) Sekretariat terdiri atas: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

(2) Sub Bagian sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh KepaJa Sub Bagian yang berada di bawah dan 
berta.nggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 
10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga; 
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
c. penyusunan administrasi dan perencanaan program 

pemberdayaan masyarakat dan desa; 
d. penyusunan anggaran dan pcngelolaan urusan keuangan; 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 
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(1) Bidang Pernerintahan Desa, terdiri atas: 
a. Seksi Kelernbagaan dan Aset Desa; 
b. Seksi Tata Pernerintahan dan Sarana Prasarana Desa; 
c. Scksi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa. 

[2) Seksi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), dipimpin oleh 
Kcpala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sckertaris 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud c\alam 
Pasal 14 ayat (1), Bidang Pernerintahan Desa 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penataan kelern bagaan bad an permu syawaratan desa; 
b. pernantapan data profil desa; 
c. pengernbangan kelembagaan partisipasi masyarakat; 
d. penguatan kelembagaan lembaga pemberdayaan 

masyarakat ; 
e. peningkatan pembinaa.n pengelolaan keuangan dan aset 

dcsa; 
f. pelaksanaan fasilitasi tata administrasi pernerintahan desa; 
g. pelaksanaan pernbinaan pengembangan kapasitas 

pemerintahan desa; 
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang 

pcmerintahan desa; 
i. penataan kewenangan pemcrintah desa, kelurahan dan 

badan pcrrnusyawaratan desa; 
j. pengembangan manajemen pemerintahan desa yang 

partisipasif; 
k. pelaksanaan percepatan desa dalam berbagai kegiatan 

peningkatan sarana pernbangunan: 
1. pelaksanaan koordinasi terkait percepatan pembangunan 

dcsa dalam segala aspek; 
m. pcningkatan pembinaan dan pengembangan desa; 
n. pelaksanaan badan perrnusyawaratan desa; 
o penyiapan pcrumusan kebijakan dan Fasilitasi Anggaran 

dana desa dan dana alokasi desa; 
p. pembinaan dan pengernbangan kapasitas badan 

perrnusyawaratan desa; 
q. pelaksanaan pembinaan pelaporan administrasi desa; 
r. pelaksanaan Iungsl lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mernpunyai tugas: 
a. memberdayakan ekonomi penduduk miskin; 
b. mengembangkan usaha ekonomi keluarga dan kelornpok 

masyarakat: 
c. mengembangkan lernbaga keuangan ekonomi mikro 

pedesaan; 
d. mengembangkan produl<si dan pernasaran basil usaha 

masyarakat; 
e. mengembankan perta.nian pangan dan peningkatan 

ketaha.nan pangan masyarakat; 
f. mengclolah sumber daya alam, sarana dan prasarana 

perdesaan dan teknologi tepat guna; 
g. melaksanakan Iasilitasi konservasi dan rehabilitasi 

lingkungan; 
h. melaksanakan fasilitasi pcmanfaatan lahan dan pesisir 

pedcsaan; 
i. rnelaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana perdesaan 

dan lingkungan pemukiman masyarakat; 
J. melaksanakan fasilitasi pemetaan kcbutuhan dan 

pengkajian teknologi tepat guna, pcmasyarakatan dan 
kerja sama teknologi perdesaan; 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(1) Seksi Kelernbagaan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mernpuyai tugas 
melaksanakan penyusunan Kebijakan perangkat dan 
pcmbinaan kelembagaan masyarakat dcsa, perumusan 
kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan lomba desa, 
dan melaksanakan tugas Periguatan kelernbagaan 
ketahanan masyarakat desa dan pernantapan data profil 
desa, 

(2) Seksi Tata Pemerintahan dan Sarana Prasarana oesa 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) huruf b, 
mernpuyai tugas melaksanakan pcrumusan kebijakan 
Iasilitasi pelaksanaan tata pemerintahan dan administrasi 
Pengelolaan Keuangan dan pendapatan kekayaan desa, 
pengembangan manajement pcmerintahan dcsa yang 
partisipatif dan evaluasi perkembangan desa. 

(3) Seksi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, 
mempuyai tugas mclaksanakan pengelolaan manajemen 
keuangan desa dan pembinaan administrasi pelaporan 
keuangan desa. 

Pasal 17 
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(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dcsa, terdiri atas: 
a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonorni Masyarakat dan 

Sumber Daya Alam; 
b. Seksi Pemba.ngunan Pernberdayaan Masyarakat Desa dan 

Teknologi Tepat Guna; 
c. Seksi Sosial Buciaya Masyarakat dan Pembinaan 

Kesejateraan Keluarga. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas seba.gaimana dirnaksud dalam 
Pasal 18 ayat ( 1), Bidang Pernberdayaan Masyarakat Desa 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perurnusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan 

Usaha Pertanian dan Pangan Masyarakat, Usaha 
Perkrcditan dan Simpan Pinjam dan Pemasaran Produksi 
serta Usaha Ekonomi Keluarga. 

b. penyiapan perumusan kebijakan dan fastlitasi masyarakat 
tertinggal; 

c. pelaksanaan penggalian dan pengklarifikasian Usaha-usaha 
ekonomi masyarakat desa; 

d. pembinaan, meningkatkan dan mengembangkan pasar 
desa, lumbung desa dan usaha-usaha ekonomi lainnya; 

e. peningkatan kualitas usaha-usaha ckonorni sektor 
informal; 

f. pembinaan, pcningkatan dan pengernbangan usaha 
ekonomi rnasyarakat tcrtlnggal; 

g. pernbinaan dan pengernbangan usaha pertanian dan 
agrobisnis masyarakat desa dan kota; 

h. pembinaan dan mengembangkan lumbung pangan desa; 
1. peningkatan kerja sama dan pengcndalian Usana 

perkreditan dan sirnpan pinjam; 
J. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 

k. mendayagunakan potensi ekonomi kawasan pedesaan: 
I. melaksanakan pembangunan desa. 
m. mernberdayakan adat dan pengembangan kehidapan 

sosial budaya masyarakat; 
n. mernberdayakan dan kescjahteraan keluarga; 
o. memberikan motifasi dan swadaya gotong royong 

masyarakat; 
p. meningkatkan kescjahteraan masyarakat dan budaya 

masyarakat, 
(2) Bidang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas 
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(1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan 
Sumber Daya Alam sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 
ayat (11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha 
pcrtanian pangan, usaha perkrcditan dan simpan pinjam, 
pemasara.n produksi, usaha ekonorni keluarga clan 
peningkatan usaha ckonomi masyarakat tertinggal clan 
melaksanakan inovasi terhadap potensi dcsa tcrkait dengan 
peningkatan perekonornian desa serta peningkatan sumber 
daya alam. 

(2) Seksi Pernbangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
Teknologi Tepat Guna sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat ( 1) huruf b, rncmpuyai tugas melaksanakan fasilitasi 
perurnusan kebijakan dan peraturan tcrkait pemberdayaan 
clan pcndarnpingan masyarakat Dcsa, rnclaksanakan 
asistensi, menyusun rancangan pelatihan clan fasilitasi 
pelatihan terhadap Pendamping Desa, Penclamping Teknis, 
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa clan Pihak Ketiga, 
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pendampingan 
Desa, mclaksanakan Koordinasi clan sinkronisasi program­ 
program pembangunan desa clan Pernberdayaan Masyarakat 
desa, serta melaksanakan inovasi terhadap potensi desa 
terkait dengan perungkatan perekonomian desa serta 
pernberdayaan tcknologi tepat guna. 

(3) Seksi Sosial Budaya Masyarakat dan Pcmbinaan 
Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud clalam Pasal 
20 ayat ( l) huruf c, mempuyai tugas melaksanakan 
pelatihan dan penguatan sistem sosial budaya masyarakat, 
penyusunan rencana program kegiatan sosial budaya, 
koordinasi dengan instansi terkait sehubungan penyusunan 
rencana pembinaan. pelatihan clan penguatan sistem sosial 
budaya masyarakat, swadaya gotong royong masyarakat, 
kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat serta 
menyelenggarakan pembinaan Pemberdayaan dan 
Kcscjahteraan Keluarga, monitoring dan evaluasi serta 
pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan sepuluh 
program pokok pemberdayaan clan kesejateraan keluarga. 

Pasal 21 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oteh 
Kepala Seksi yang beracla di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pernberdayaan Masyarakat Desa. 
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dilingkungan 
pengawasan 

organisasi 
melaksanakan 

satuan 
wajib 

masing. 
(3) Setiap pemimpin 

Pemerintah Daerah 
rnelekat. 

( 1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelornpok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik daJarn 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerin tah Dacrah serta dengan 
instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 
masing-masi ng. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris 
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, 
intcgrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok rnasing- 

Pasal24 

BABV 
TATA KERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
bcrbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) .Iurnlah .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban 
kerja. 

(4) Jenis .Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 23 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagian 
melaksanakan tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 22 

Bagian Kelima 
Kelompok .Jabatan Funsional 
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(1) Dalam haJ Kepala Dinas berhalangan, Sckretaris 
rnelaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas scsuai dengan 
perundang-undangan yang bcrlaku: 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana 
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang 
membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala 
Dinas. 

Pasal 31 

Dalam rnelaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala 
Satuan Organisasi bawahannya da.n dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. 

Pasal 30 

Dala.m menyampaikan laporan, ternbusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang sccara fungsional 
mcmpunyai hubungan kerja. 

Pasal 29 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah da.n digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut da.n untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Pasal 28 

Sckretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib mcngikuti da.n mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-rnasing dan menyampailcan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 27 

Kepala Dinas, memimpin dan mcngkoordinasi bawahannya 
masing-rnasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Pasal 26 

Kepa!a Dinas wajib mengawasi pelak sanaan tugas bawahannya 
masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan agar menga.mbi! 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan pcrundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 25 
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Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati 
Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 
Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa 
Kabupaten Kolaka Timur dan ketentuan lain yang bertentangan 
dengan Peraturan ini dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 34 

BAB Vil 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Kcpangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalarn 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usu! Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan cselon !lb atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Dinas rnerupakan jabatan esclon IIla atau jabatan 
administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Oinas mcrupakan jabatan cselon lllb 
atau jabatan administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kcpala Seksi lingkup Dinas 
mcrupakan jabatan esclon Iva atau jabatan pengawas. 

(7) Kcpala Seksi merupakan jabatan esclon Iva atau jabatan 
pengawas. 

(8) Pejabat eselon II[ atau jabatan administrator dan Pejabat 
cselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas 
diangkat dan dtberhentfkan oleh Bupati atas usu! Kepala 
Dinas melalui Sekretaris Dacrah. 

(9) Forrnasi dan Persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang 
ditetapkan oleh Pcmerintah. 

Pasal 33 

BAB VI 
KBPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTlAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing­ 
rnasing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat 
mcndelegasikan kcwcnangan tertcntu kepada pejabat 
dibawahnya sesuai dcngan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 32 
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SURYA HA'FfA AMRA I SH .. LLM. 
Pembina, Go!. JV /a 

19800317 200003 1 00 l 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEP LAJu\_Ctl_AN _!:!.1!KUM, 

SERITA OAERAH K.t\BUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 49 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada tanggal 7 Desernber 2016 

SAMSUL BAHRI MADJID 

ttd 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Desernber 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengeta.huinya. rnernerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 35 
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TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Pembina, Go!. IV/a 
19800317 200003 1 001 

KEPALA DINAS 
I 

SEKRETARIS I 

KELOMPOK JABATAN I 

FUNGSIONAL I I 

SU SAG SU SAG. 
UMUM& PERENCANAAN & 

KEPEGAWAIAN KEUANGAN 

• 
810ANG BIOANG 

PPEMBEROAY AAN 
?EMERINTAHAN DES~. MASYARAKA T DESA 

I I 

SEKSI SEKSI 

KELEM8AGAAN s ASET DESA PENGEMBANGAN USAHA .____ - EKONOMIMASYARAKAT& 
SUMBER DAYA ALAM 

SEKSI SEKSI 

TATA ?EMERINTAHAN & PEMSANGUNAN, - - SARANA PRASARANA DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
OESA I!, TEKNOLOGI TEPAT 

GUNA 

SEKSI SEKSI 

....._ 
PENGELOl.AAN & PELAPORAN - SOSIAL BUOAYA MASYARAKAT & 

KEUANGAfl OESA PEMBINMN KESEJAHTERAIIN 
KELUARG~. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OESA 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

: PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOi.AK/i TIMUR 
: 49 TAHUN 2016 
: KC:OUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAI 
f'UNGSI, SERTA TATA KERJA OINAS PEMBERJ)AYAAJ 
MASYARJ\l<AT DAN OESA KABUPATEN KOL,AKA TIMUR 

LAMPI RAK 
NOMOR 
-:'ENT ANG 

I ~ 




